
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rurnah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3}; 

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - 
daerah Tingkat II dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

a. bahwa dalam rangka mengatur pelampauan pendapatan/ surplus 
dari target yang ditetapkan dan sebagai pedoman agar pemanfaatan 
surplus dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit 
yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan 
memperhatikan azas kepatutan dan manfaat dalam meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Pemanfaatan 
Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umurn 
Daerah Bajawa Kabupaten Ngada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam 
huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan 
Surplus pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn 
Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. 

Menimbang 

BUPATI NGADA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA KABUPATEN NGADA 

TENT ANG 

BUPATINGADA 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGADA 
NOMOR 21 TAHUN 2017 



7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah 
pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya; 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual tan pa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produk:tivitas; 

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 

4. Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang selanjutnya disingkat RSUD Bajawa 
adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Ngada; 

3. Bupati adalah Bupati Ngada; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada; 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada; 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
BAJAWA KABUPATEN NGADA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 



(2) Tujuan Pemanfatan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah untuk 
mendukung kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

(1) Pemanfataan Surplus Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dimaksudkan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Bajawa. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA - BLUD 
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah 
dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah 
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, 
target kinerja dan anggaran PPK-BLUD; 

1 7. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk 
memperoleh barang dan / jasa untuk keperluan operasional BLUD~ 

16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas 
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD; 

15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang 
menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran yang bersangkutan; 

14. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang 
yang segera hams dibayar dengan harta lancarnya; 

13. Defisit anggaran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan PPK-BLUD 
dengan belanja PPK-BLUD; 

12. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi 
biaya BLUD pada satu tahun anggaran; 

11. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau manfaat lainnya yang dapat 
meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

10. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdakan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 

9. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 
rawat jalan dan gawat darurat; 

8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap 
kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan 
pejabat teknis pada BLUD; 



• 

Diundangkan di Bajawa 
pada tan~19 Juni 2017 rspkis DAERAH KABUPATEN NGAD1 

MEDA MOSES 
BERlTA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2017 NO MOR 22 

1--MARIANUS SAE T 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kah 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih Lebih antara realisasi pendapatan dan 
realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran. 

(2) Pemanfaatan Surplus BLUD digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai 
kebutuhan BLUD RSUD Bajawa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat. 

Pasal 3 

ngundangan Peraturan 
aten Ngada 

Pasal 4 

BAB III 
PEMANFATAN SURPLUS BLUD 
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